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DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alur Pengajuan
Keberatan Informasi Publik

i

Langsung Website
Pemohon Atasan PPID

Informasi Mengajukan Kaberatan Badan Publik

Dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan pengecualian
informasi publik;

- Tidak disediakannya informasi berkala;

- Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;

- Permintaannya informasi publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

- Tidak dikabulkannya permintaan informasi;

- Pengenaan biaya yang tidak wajar;

- dan/atau penyampaian informasi publik yang
melebihi waktu
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(Surat Tertulis)

Pemohon Tidak Sesuai
Tidak Puas Menanggapi Permohonan

14 Hari Kerja

Pemohon Mengajukan
Permohonan Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi



Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi, Bab IV Standar Layanan, Bagian kedua Standar
Pengumuman pasal 24:

1 « Pengumuman informasi wajib:

a. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b. mudah dipahami; dan
c. mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada nomor (1),
=® disebarluaskan melalui:
a. papan pengumuman;
b. laman resmi (website) PPID Universitas Negeri Surabaya (https:/ppid.unesa.ac.id/)
c. media sosial Universitas Negeri Surabaya:

. https://web.facebook.com/dinaskoperasidanukm.kukarkab/?_rdc=18 _rdr#
. https://www.instagram.com/diskopukm.kukar/

. https://www.youtube.com/results?search_query=diskopukm kukar

: Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana
*®  dimaksud pada nomor (2) wajib memperhatikan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas.

4 Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik sebagaimana
'® dimaksud pada nomor (3) paling sedikit dilengkapi dengan audio,
visual, dan/atau barille.

Tujuan standar pengumuman informasi adalah untuk memastikan informasi yang
disampaikan akurat, mudah diakses, dipahami, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

@ https://ppid.kukarkab.go.id/root/home ‘ f



~—— STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ——

/DISKGP
UKM-»

LULED karlanegara y

Pendokumentasian Informasi Publik yang
bersifat terbuka. Segala bentuk
pendokumentasian Informasi Publik
dilaksanakan secara digital dan tersistem
dengan fungsi masing-masing.

Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan

a. PPID bertanggung jawab melindungi kerahasiaan,
: _ mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi

| Publik yang dikecualikan di lingkungan Dewan

J Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

b. Pendokumentasian Informasi Publik yang
dikecualikan dilakukan secara terpisah dan
dengan akses yang terbatas.

Pengungkapan Informasi Publik Dikecualikan

a. Pengungkapan Informasi Publik yang dikecualikan hanya
dapat dilakukan oleh PPID dan/atau Pejabat yang
Menguasai Informasi.

b. Pengungkapan dokumen yang memuat Informasi Publik
yang dikecualikan hanya dapat dilakukan dengan cara
menghitamkan/mengaburkan materi Informasi yang
dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik
yang akan diungkap dan/atau memberikan dokumen
yang berupa ringkasan atas dokumen terkait.

c. Pengungkapan Informasi Publik yang dikecualikan
secara utuh hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan
dan/atau dalam rangka bentuk koordinasi kepada institusi
atau Badan Publik lain yang berwenang.
d. Dalam pengungkapan informasi Informasi Publik yang
dikecualikan, PPID Utama wajib menyatakan atau S
menginformasikan sifat kerahasiaan informasi secara —
jelas dan tegas kepada pihak penerima dalam bentuk g - B
Ty I

memberikan label rahasia pada dokumen yang
diserahterimakan.

e. Penerima Informasi Publik yang dikecualikan wajib
menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk
menjaga kerahasiaan informasi yang diterimanya.

Transparan, Akuntabel, Partisipatif

Untuk Partai yang Terbuka dan Terpercaya
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SOP ini mengatur tata cara penetapan dan pemutakhiran
Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Partai.

PPID melakukan Dalam rangka
penyusunan Daftar melakukan
Informasi Publik penyusunan DIP,
(DIP) dengan F’P|D.Utama |
¢ melibatkan PPID menginventarisir dan
Pelaksana. mengumpulkan
informasi-informasi

yang ada di Partai.

PPID menyusun

PPID wajib rancangan DIP dan
memutakhirkan DIP . 0 .y membahasnya
yang telah ditetapkan V& - AV secara bersama-
sekurang-kurangnya _ ;_ F sama dengan Tim
1 (satu) kali dalam f 8 Y N Pertimbangan.
\ setahun. /f ; 4 /
‘ !
PPID I'I'LE!'ISOSIalISESIkaI‘i\\ | \ Rancangan DIP yang \
DIP yang telah disahkan Rancangan DIP yang ' telah melalui pembahasan
kepada Partai. telah mendapatkan selanjutnya disampaikan
y 1 persetujuan kepada Atasan PPID
selanjutnya untuk disetuj.
ditetapkan menjadi

DIP oleh Atasan ™ & () -

Transparan, Akuntabel, Partisipati_f_
Untuk Partai yang Terbuka dan Terpercaya
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DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Langkah 1

Pemaohon informasi publik mengajuk
permintsan informasi kepada PPID bade
publik, balk langsung secara lisan, Maupun
malalul sural alau surat elektronik

(emall) permintaan juga dapat dilakukan
melalyl telepon

Langkah 2.

Pemohon Informasi harus
menyebutkan nama,subjek/jenis
nformasi yang diminta bentuk
Informasi yang diminta dan cara
penyampalan informasl yang
diingankan

Lanakah 3

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasl (PPID) pada badan
publik mencatal semua yang
disebutkan oleh pemohon informas!
pada Langkah 2

Langkah 4,

Pemohon Informasi harus
meminta landa bukti kepada
PPID di badan Publik bahwa
telah melakukan permintaan
informasi, serta nomor
pendaftaran permintaan

Langhkah 9
PID memberivan
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